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SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR /KEP.SEKDA/SETDA.PKS-2.1/2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA BIRO
PEMBANGUNAN DAN KERJASAMA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI

Menimbang

Mengingat

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas,
transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan masyarakat, di pandang perlu
menyusun Standar Operasional Prosedur pada Biro
Pembangunan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi
Jambi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris
Daerah Provinsi Jambi tentang Standar Operasional
Prosedur pada Biro Pembangunan dan Kerjasama
Sekretariat Daerah Provinsi Jambi;

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I
Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1646);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 NM 83,
’ggmbahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia

34);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang /
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesiz
2014 'Nomor 6, Tambahan Lembparan m

Indonesia Nomor 5494); i B i




Menetapkan
KESATU

S.

10.

11.

Mengesahkan Standar Operasic
Pemerintahan pada Biro P
Sekretariat Daerah Provinsi J
lampiran yang merupa -
Keputusan Sekretaris D

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011

tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan di Lingkup Pemerintah Provinsi
Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015 Nomor
11);

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 32 Tahun 2016
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi J
Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 32)
diubah dengan Peraturan  Gubernur
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Jambi Nomor 32 Tahun 2016 tentang
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Ta
Daerah Provinsi Jambi (Berita Daera:
Tahun 2017 Nomor 10); 4

MEMUTUSKAN :




Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU perlu dikaji ulang minimal sekali dalam 2 (dua)

tahun.
KETIGA . Pengkajian ulang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA
dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur pimpinan, pelaksana,

dan unit kerja yang menangani SOP.
Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

KEDUA

KEEMPAT

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 5 -/ 2019

SEKRETARIS DAERAH,

v

<
D . M. DIANTO, M.Si.
mbina Utama
NIP.19610110 198503 1 005

Tembusan:

1
2.
¥ 8
4
S

Gubernur Jambi (Sebagai Laporanj);
Inspektur Daerah Provinsi Jambi;
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi;
Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi;
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;




LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR ¢ SOP_UKPBJ.JAMBIPROV 01
TENTANG PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSIAPAN

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMBANGUNAN DAN KERJASAMA
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN /
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

Nomor Standar Operasional Prosedur

Tgl Pembuatan Agustus 2019

Tgl Revisi Agustus 2019

Tgl Pengesahan Agustus 2019

Nama Standar Operasional Prosedur : PENYAMPAIAN DOKUMEN
PERSIAPAN PENGADAAN

Disahkan Oleh

SOP_UKPBJ.JAMBIPROV.01

SEKRETARIS DAERAH,

Utama

NIP. 19610110 198503 1 005

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang]
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota;
3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur

4 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan
Barang/Jasa Pemerintah.

5 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanan
Barang/Jasa melalui penyedia .

6 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Nomor 14 Tahun 2018 tentang UKPBJ.

7 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan
Peraturan Gubernur Jambi Nomor 32 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerjal
Sekretariat Daerah Provinsi Jambi
8 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOF) Administrasi
Pemerintahan Di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi

Pemerintah|

Pengadaan|

Pemerintah|

Pengadaan:

Pemerintah

[ S

4. Memahami system operasi SPSE versi 4.3;

. Memahami dasar pengadaan barang/jasa pemerintah;

. Memahami proses dan aturan yang mendasari pengadaan barang/jasa
pemerintah.;

. Memahami system operasi komputer dan system kerja jaringan/internet;

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1 SOP LPSE pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi
2 SOP Pengelolaan Keuangan Daerah pada BPKAD Provinsi Jambi

3 SOP Pengelolaan Resiko Hukum pada Inspektorat

4 SOP Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan

1 Ruang Penerima Layanan
2 Personal Computer (PC)/
3 Printer

4 Internet/Aplikasi SPSE V.
5 Alat Tulis Kantor/Buku S

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1 Persyaratan harus dibawa secara lengkap

mungkin

2 Jika terdapat kendala teknis maka diupayakan perbaikan secepat

Staf Pendukung UKPBJ




ALUR/FLOWCHART STANDAR o

PERASIO]
PENYAMPAIAN DOKUMEN AL PROSEDUR

PERSIAPAN PENGADAAN

Pelaksana

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Mutu Baku

No Uralan Prosedur Sub Baglan
PPK li&nplo)llnn 3 gnf : pgu: Persyaratan/ Kelengkapan Waktn Output Keterangan

Barang/Jasa
I Mulai l

1 |PPK L P 1. Surat Penyampaian DPP; Franda terima
pengadaan dan permintaan pemilihan Penyedial 2. Screenshoot Permintaan S e
melalui Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung pemilihan penyedia di SPSE;
kepada UKPBJ. 3. DPP lengkap;
b 4. SK Penetapan sebagai PPK;

5. DPA/RKA yang telah ditetapkan;
6. Print Out detail paket pekerjaan
pada SiRUP.

3

| 2 [ukpBy DPP dan Per Pemilihan| Tanda terima Penyampaian DPP check list kclengkapan DPP

" i DPP; Lo "
3 |Menctapkan Pokja Pemilihan I check list kelengkapan D"P:_’
5 Lembar Disposisi penctapan Pokja
e CH e
o e B 6

= Lembar Disposisi

ods e R B4
————— Surat Tugas Pokja Pemilihan dan

- Undangan Reviu DPP
e




LAMPIRAN 2

i KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR ¥ SOP_UKPBJ.JAMBIPROV.02
TENTANG REVIU DOKUMEN PERSIAPAN
PENGADAAN

Nomor Standar Operasional Prosedur : SOP_UKPBJ.JAMBIPROV.02

Tgl Pembuatan Agustus 2019
Tgl Revisi Agustus 2019
Tgl Pengesahan Agustus 2019
Nama Standar Operasional Prosedur REVIU DOKUMEN PERSIAPAN
; PENGADAAN
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI Disahkan Oleh t
SEKRETARIS DAERAH,

SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMBANGUNAN DAN KERJASAMA
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN/
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

NIP. 19610110 198503 1 005

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana: \

Memahami dasar pengadaan barang/jasa pemerintah; ‘
2. Memahami proses dan aturan yang mendasari pengadaan barang/jasa

Barang/Jasa Pemerintah;

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang| Pemerin e A g ; :
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan| 3- Memahami system operasi komputer dan system kerja jaringan/internet;
Kabupaten/Kota; 4. Memahami system operasi SPSE versi 4.3;

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasil|
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur

4 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

S Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanan Pengadaan
Barang/Jasa melalui penyedia .

6 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2018 tentang UKPBJ.
7 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan
Peraturan Gubernur Jambi Nomor 32 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerjal
Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

3 Peraturan Gubernur Jambi Nomeor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintahan Di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi

-

1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

eterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

~SOP LPSE pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi 1 Ruang Penerima Layanan

SOP Pengelolaan Keuangan Daerah pada BPKAD Provinsi Jambi 2 Personal Computer (PC)/Laptop
SOP Pengelolaan Resiko Hukum pada Inspektorat 3 Printer, Infokus, Layar Infokus
SOP Penerimaan Dokumen Persiapan Pengadaan 4 Internet/Aplikasi SPSE Versi. 4

SOP Penetapan dan Addendum Dokumen Pemilihan 5 Alat Tulis Kantor/Buku Surat \
6 Alat Perekam (Recorder)

ringatan: Pencatatan dan Pendataan:
ﬁﬂenymﬂm harus dibawa secara lengkap Staf Pendukung UKPBJ E
. Jika terdapat kendala teknis maka diupayakan perbaikan secepat| Pengadaan yang disampaikan

mungkin




LAMPIRAN 3
KEPUTUSAN SEKRETARIS
NOMOR

m,umul\mmv.oa

DAERAH PROVINS] JAMBL

[Surat Sanggals Prakualifinsi

R

TENTANG  PEMILIHAN PENYED ALIFTKAS
ALUR/FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR A METODE PRAKU.
PEMILIHAN PENYEDIA METODE PRAKUALIFIKAS]
Batniice el Mutu Bakn ————
Ne Uraian Prosedur Layanan Kepala PeRloEE Pokja
UKPBJ Pemilihan Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Gk -
Mulai T S —i *—-‘ *’gﬁ’ . {5 g
4 T BEG ap o B | [Peopumuman Praicosiifiei fLagh
Pengumuman Pra kualifikasi — - __l PR leagiap . ;
e e R 1.1d & Pass Peserta i Penyedia terdaftar _ sebagai
2. Menyetujui Pakta Integritas Peserta pemiliban
P - - - X A Dokumen kualifikasi Berita  acara
o Jika ada perubaban p il - =
adendum dokumen kualifikasi;
b. Jika tidak ada dilanjutkan ke b
a Surat  Perseuy;
i i 1. Berita acara pemberian penjelasan 1 juany
Membuat Adendum dokumen kualifikasi 2. Usulan perubahan persyaratan kualifikasi F
| } kualifikasi;
2. Addendum  Dokumen}
v kualifikasi.
e 1. Isian Formulir Elektronik
. Terdaftar sebagai pe 2. Dokumen isian kualifikasif
4 kualifikas
_ Dokumen Kualifikast pescrta Py, S
Dokumen Isian Kualifikasi. d ] Terunggah/ Terkirim
i yang ggah dok ;
3 atau lebih, maka dilanjutkan dengan cvaluasi kualifikasil H ¢
kualifikasi; i it i b
i i ulang, 2 | [pew ‘ o
ot -
. Dokumen kualifikasi peserta ey
k ; """ |Berita acara hasil pembuktian|
Kertas kerja evaluasi
penetapan|
e .
b e
" S e e L
Berita acara hasil pembuktian Kualifikasi SRR
. S e~
Berita Acara Penetapan hasil K Pral L
A ey
T 5 Fiar Ko [Surat Senganh Pralcalifis!
- Penguamaman hash Prokualifias: b i
2. BAHP /——""Fr/
e




14 Pc:uunduhnndokumcnselehi
i : o g — s Prajoualifieg)
a. Jika udak mgnguhah Dokumen Pemiliban maka d.dn.wutka.n dengan| = *‘ mhmm s
Dokumen Seleke | _
b. Jika mengubah isi dokumcn pemiliban maka dilakukan addendum i R om0 L o
c. Jika HPS. KAK, psesifikasi Teknis, dan| b acara  pemberian
perancangan kontrak maka dend k dengan p j 2. usulan Pery
PPK bahan DPp.
16 |Menerima usulan perubahan terkait KAK/Spesifikasi Teknis, dan| o -
Rancangan kontrak: 1. Beri ‘acara pemberi —
a. Jika PPK ujui perubahan but, maka 2. Usulan P kl,x rian penjelasan, Surat Pers ——
b. Jika PPK menolak perubahan tersebut maka dok ilih Srubabern DE., n‘;‘:' Persetujuan Perubahan| NPT
sebelumnya tetap berlaku dan dil k dengan p
dokumen pengadaan
17 = TP S 1
Surat Persetujuan Perubahan DPP |
Addendum Dokumen Seleks
dan/atau DPP.
18 i hd S
Addendum Dokumen Seleksi dan/atan DPP. e Pz
terunggah/terkirim
19 duh dok P File I : i i dan tekni:
e s el Seaets Vi b . g e Dokumen penawaran File 1 administrasi das| Dokumen penawaran File |
filanjutian 4 s i il T: L i Gaeis; teknis terunggah/terkirim administrasi dan teknis hasil
b, Jika tidak ada peserta yang Kkl P maka| ndiban
diladuk ;
jadwal p dok P
a b
T\dak ada Dokumen penawaran File 1 : 1. Jadwal perubahan seleksi;
a. Jika ada peunl yang i dan teknis yang masuk 2. Seleksi GAGAL
maka dengan pemb
b. Jika tidak ada peserta yang kk
P maka seleksi dinyatakan gagal.
DR SR e e
Dokumen penawaran File T: administrasi dan| Berita Acara Pembukaan]

Dokumen Penawaran File 1
administrasi dan teknis

teknis yang masuk

Evaluasi,
Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaras| ; Kertas Kena it
File I : administrasi dan teknis Daftar Pulde" hortlist]

R e ]
1 Berita Acara Penctapan)

118 1. Kertas Ketja Evaluasi; S pe 5

2. Daftar Pendek (shortlist) peserta Seleksi; ‘
2. BAHP.
SRR | e e i b
/ Ekumﬂ‘ penawaran File 11 |
Berita Penetapan  Daftar Pendek] ol e
(shortlist) pescrm seleksi; harga ]
Urutan peringkat peserta asil seleksi BAEP
] L
B e
1. Berita acara ‘penetapan]
o pemenang:
i 2. Pengumuman pemenang

Eimeee




-

SERRET AR AT DARS AR ARRPWT A DARBAN
BIRO FEMRARGITRAN AN KRR ASAMA
BAGIAN LAVANAN FEWOADAAN 3
TWIT KERIA FENGADAAN RARANG JARA
- OlANTTD MM
Lt
NP RO L P |
T Uindnng Undang Bapublik Indoness Nomor 35 Tabun| 1 PP
2000 tentang Pelayanan Poblik A Memuhin  kemamgrian  delam  melaksanalan  persapen
L Ao penyampaan
b. Mes ahks Sevtifikat Py {ind Parang/ iasm Pemerntah
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun uiciviiill{
2014 rentang Admunistrass Pemernintahan dalam p Porgadann Sarang/ fasa
g.g g.? Republik Indonesia Nomor 3 Polga Permlihan:
2012 tentang Penyelenggaraan Sistem a Memubiki kemampuian dalam melaksanakan per sagan permhhaen
ﬂi:lklﬂ..red: penyedia, pelaksanaan permilihan h P lengan lape Tl
permilihan penyedia
b Memuhik Sertifikat Pengadaan Barang/ jase Pemerintan
4 Persturan Presden Nomor 16 Tahun 2018 .8..!..45 Peserta:
Pengadasn Barang dan Jasa Pemerintah a. Memuliki p h dan & pengadaan swcara
leh ik dan baga: Pelaku Usaha & SPSE, dan
b. Memiliki k tuk Dol iman Kuahfikam
5 Peraturan rl:‘ xtg-r-: ?:‘nl._ Barang/ Jasa
Pemenntah entang Pedoman|
Felal Pengad wl.-aQ EE%
6 Permen PANRB No. 35 Tahun tentang Pedoman|
?3.:!53 govlil!‘_ ggﬂli
[Keterkaitan
(1 SOP Peicicanaan Pengadaan T Komputer/ scanner/ printes
2 BOP Persiapan Pengadaan 2 Jaringan Internet
3 SOP Permapan Pemilihan Penyedia 3 Panduan Pengguna SPSE
+ BOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi
5 SOP Pemilihan Penyedia Pasca/Tender
6 SOP Pelaksanaan Kontrak
Peringatan
1 atas
yang telah dibakukan dan ditetapkan. data elektronik dan
UKPBJ
2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku 2 Berkas berkas terkait
data elektronik dan




ALUR/FLOWCHART &

P
PEMILIHAN PENYEDIA METODE PASCA KUALIFIKAST

Pelaksana
No Uralan Prosedur Pokja Mutv Bain
PPK OPD gha
1 S~ e B Waktn pres
1 [Mulai (i ) I e — —— ——
2 |Pengumuman Tender DPP Lengkap ! -
- ad Peoguisumas Tender
3 |P dan h pemilihan ] 1 d&Pass Posera e
2. Menyetujui Pakta Integritas Peserta tender .H
4 |Mel i i d pemilihan p i [Dokumen pemilihan milihan || Jam o e e s e
a. Jika tidak Dok maka dilanj dengan| ;!L'- ;ﬂu prmberan)
b. Jika isi maka d lapangan dapertuiaeg
c. Jika addendum menyangkut HPS. KAK/Spsesifikasi Teknis, dan| 2. e
perancangan kontrak maka dengan ji
PPK e b
5 |Menerima usulan perubahan terkait KAK/Spesifikesi Teknis, dan 1. Berita acara pemberian penjelasan e R Dot S——
Rancangan kontrak: v 2. Usulan dan isi perubahan DPP [DFP;
a. Jika PPK menyetujui perubahan tersebut, maka dilakukan addendum
b. Jika PPK menolak perubahan tersebut make dokumen pemilihan]
sebelumnya tetap berlaku dan dilanjutk dengan i
[dokumen pengadaan
b 2 —
3 g oL T T Surat Persetujuan Perubahan DPP —
£ -
/ dok terdfaftar sebagai peserta [Dokumen  Kualifies
el /Tericzmm. S o
— e e
= Dokumen ifika Dokumen Peoawarss  hasdl
7 ‘erkirim
: dilanjutkan dengan pemb G [ Terunggah/ T | Unduban
R e = ~— [~
b Tidak ada Dokumen Kualifikasi dan Dokumen) 2 Tender GAGAL
» Penawaran yang masuk







LAMPIRAN §

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINS] JAMBI
NOMOR SOP_UKPBJ_JAMBIPROV 05

TENTANG JAWABAN BANGGAH
ALUR/FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
JAWABAN SANGGAH
Dokumen Tender Pengumuman Pemenang
. dlﬂ 1k
1 |Pokja Pemilihan
pmn‘muﬂsi
: Pengumuman Pemenang Pengajuan Sanggah
sanggah
2 mw.h-mm
Pengajuan Sanggah Graft jawaban Sacggar
”ﬁ*ﬁmmmmmmm | |
g s L draft Jawaban Sanggah |draft jawaban Sanggar
‘masukan terhadap draft I l .
4 x.pakUKPBJmunh-i i T———
1 Jawaban Sanggah di unggah
L
R P T
: Harifikasi 2 Jawaban Senggah dakses
& |Penyedia Barang/Jasa mendapat jawaban | i | E i ={—
|sanggah melalui aplikasi |
2 Pomithian | PA/KPA penyelenggara
7 |P penyelenggara PBJ o ] Pemilihan g e e

Lama
NIP. 19610110 198500 1008




NOMOR SOP_UKPB.J.JAMBIPROV. 06
TENTANG KLINIK DAN KONSULTASI
PENGADAAN BARANG/JASA
Nomor Standar Operasional Prosedur : SOP_UKPBJ JAMBIPROV .06
[Tgl Pembuatan 3 Agustus 2019
Tgl Revim t Agustus 2019
Tgl Pengesahan : Agustus 2019
Nama Standar Operamonal Prosedur : KLINIK DAN KONSULTASI
PENGADAAN BARANG /JASA
Drsahkan Oleh
SEKRETARIS DAERAH,
Y
‘
Pembina Utama
NIP. 19610110 198503 1 005

Dassr Hukom

Pelakasns

Peraturan Presiden Nomor 16 Tabwn 2018 terit angd
Pengadasn Barang/ Jass Pemenoaty:
Peraturan Menteri Dalam Negers Nomor 52 Tebun 2011

tentang Stands Operasonal Mossdus & Larighatgm)
Permerintah Provins dan Kabupaten / Kota

Peraturan Menten Pendayaguneasn A st Nrgasa dad)
Reformasi Birckresi Noemer 385 Tebun 2012 renangd

Pedoman Penyusunan Standss Operamonal Prosedur

Peraturan Lembags Kebgsion Pengadan e ang/ lasal
Pemerintah No.14 Tahun 2018 verstang UKPI)

Peraturan Gubernur Jamis Nomer 10 Tabun 2018
Perubahan Persturen Gubermur Jessbs Nomsor 37
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisas Tugas
Fungm serta Tata Kens Sehretanat Dasrah Provine ey

Peraturan Gubernur Jamis Nomsor | ] Tabun 2015 o
Pedoman Penyusunan Standes Opesamonal Pyosedus
(SOP) Administram Pemenntahen D Lingkup Pemerntah
Provins Jamby

L Memnaliarrs dasas pengadess berang/ jasa pemenntah,
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LAMPIRAN 7
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

SOP_UKPBJ.JAMBIPROV.07

NOMOR H
PENGADUAN UNTUK PENYEDIA

TENTANG

S,
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PEMBANGUNAN DAN KERJASAMA
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN/
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

Nomor Standar Operasional Prosedur :

Nama Standar Operasional Prosedur :
Disahkan Oleh

SOP_UKPBJ.JAMBIPROV.07

'Tgl Pembuatan Agustus 2019

'Tgl Revisi Agustus 2019

- X . Tgl Pengesahan Agustus 2019
- PENGADUAN UNTUK PENYEDIA

SEKRETARIS DAERAH,

NIP. 19610110 198503 1 005

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

—-

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan|
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan|
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

4 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasal
Pemerintah No.14 Tahun 2018 tentang UKPBJ.
5 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 10 Tahun 2018 tentang|
Perubahan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 32 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

6 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2015 tentang|
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) Administrasi Pemerintahan Di Lingkup Pemerintah
Provinsi Jambi

1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang|1.

Memahami dasar pengadaan barang/jasa pemerintah;
Memahami proses dan aturan yang mendasari pengadaan barang/jasa

pemerintah.;
Memahami system operasi komputer dan system kerja jaringan/internet;

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

SOP LPSE pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jambi
SOP Pengelolaan Keuangan Daerah pada BPKAD Provinsi

Jambi
SOP Pengelolaan Resiko Hukum pada Inspektorat

1 Ruang Penerima Layanan
2 Ruang Klinik/Konsull i
3 Personal Computer
4 Printer

S5 Internet

6 Alat Tulis Kantor

Peringatan

Pencatatan dan Pes

1 Persyaratan harus dibawa secara lengkap
2 Jika terdapat kendala teknis maka diupayakan perbaikan|
secepat mungkin

Staf Pendukung
penerima layanan




LAMPIRAN 7

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINS| JAMB|
NOMOR

SOP_UKPRY JAMBIPROV.07
TENTANG

PENGADUAN UNTUK pENYEDIA
ALUR/FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROBEDUR
PENGADUAN UNTUK PENYEDIA
Pelaksana
Urajan Prosedur
%pmg;‘\_“'“‘*“mm SRR T e
gl - 2. berkas pengaduan
——
berkas pengaduan berkas pengaduan
1. berkas pengaduan Pengaduan tercatat
2. Buku Catatan khusus pengaduan
1. berkas pengaduan
. HEre penfachian 2. form disposisi
2. form disposisi
1. berims pengaduan
1. berkas pengaduan 2 form disposisi
2. form disposisi e iEes
1. berkas pengaduan 2. form disposisi
2. form disposisi
1 berkas peagatumn
1. berkas pengaduan 2. form disposssi
2. form disposisi
1. berkas peogaduan
1. berkas pengaduan 2 Form jawaban pengaduan
2. Form jawaban pengaduan
1. berkas pengadusn
1. berkas pengaduan R
2 jawabon pengaduan 1. berkas pengadum
1. berkas pengaduan g SEUE e e St
f gt et 1~ T
1. berkas pengaduan o et
2. jawaban pengaduan TEER e e
B Lk S
sAea
oy ¢ oaf ol

Pembma Utama
NIP. 19610110 198503 1 005




LAMPIRAN 8
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR : SOP_UKPBJ.JAMBIPROV.08

TENTANG Pemb

/ Pembut

Pokja

Pemilihan o_’:. Penetapan /
Penempatan/ Pemindahan Anggota
Pokja Pemilihan

Nomor Standar Operasional Prosedur : SOP_UKPBJ.JAMBIPROV.0O8

Tgl Pembuatan Agustus 2019

Tgl Revisi Agustus 2019

Tgl Pengesahan Agustus 2019

Nama Standar Operasional Prosedur : PEMBENTUKAN/ PEMBUBARAN
POKJA PEMILIHAN DAN

PENETAPAN/ PENEMPATAN/
PEMINDAHAN ANGGOTA POKJA

: PEMILIHAN
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI Disahkan Oleh :
SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIS DAERAH,
BIRO PEMBANGUNAN DAN KERJASAMA
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN/
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
NIP. 19610110 198503 1 005
Kualifikasi Pelaksana:

ﬁupl.. Hukum:

1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang|1l. Memahami dasar pengadaan barang/jasa pemerintah;

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011

tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan|
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan,
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentan,
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

4 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasal
Pemerintah No.14 Tahun 2018 tentang UKPBJ.

5 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Perubahan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 32 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan|
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

6 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2015 tentang|
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) Administrasi Pemnerintahan Di Lingkup Pemerintah
Provinsi Jambi

2. Memahami proses dan aturan yang mendasari pengadaan barang/jasa
pemerintah.;
3. Memahami system operasi komputer dan system kerja jaringan/intern

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1 SOP LPSE pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jambi

2 SOP Pengelolaan Keuangan Daerah pada BPKAD Provinsi
Jambi

3 SOP Pengelolaan Resiko Hukum pada Inspektorat

1 Ruang Penerima Layanan
2 Ruang Klinik/Konsultansi
3 Personal Computer (PC)/
4 Printer

i

Peringatan

1 Persyaratan harus dibawa secara lengkap
2 Jika terdapat kendala teknis maka diupayakan perbaikan|
secepat mungkin
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PEMILIHAN DAN PENETAPAN,

OPERASIONAL PROSEDUR
/ PENEMPATAN/ PEMINDAHAN ANGGOTA POKJA Py

oo™ SERRETARSS Dt g s :
7:-:2:0 * SOP_UKPBY.JAMBIPROY 0g
Pembubaran
Peacmpatan; Pemindanag 3. " e dens Pectepeny

Uralan P a Pelaksana
Kepala Ksubag . S “\ﬁs__
UKPBJ Pembinaan
PBJ dan Advokasi PBJ Persyaratan/ Kelengkapan wits
— Keterangan
l Mulai e \*‘ R
e R o ) (S gans
: 5 Daftar Nama Pengelola PBJ | Rencangan susunan Poia
— = s I :
MR e T e B —c o p—
dan penempatannya whm
""‘""‘“m‘“‘ 5 : s 5 Rancangan Surat Keputusan i peaspesspurspins St
: ) pembentukan dan penempatan Pokja qu—:p:;—ha-
a. Jika memerlukan penyempurnaan; = Pemilib
b. Jika tidak memerlukan penyempumaan. Ib Pemilit
| gl St Sarat Keputnsan pembennuican dan)
i st s j pembentukan dan penempatan Pokja Poka
Pokja Pemilihan
5 | Surat Keputusan. dan|
o E ﬁ Pb:?j: X Surat Keputusan pembentukan dan  pearsapatan Pokis Pemiihan yeng
Pemilihan/ Revisi Surat Kep P g s
Pemilihan: Pokja Pemilit
a Memerlukan revisi a k r
b. Tidak memerlukan revisi b

wna Utama
XIP. 19610110 198503 1005




